
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SIKICA

NOMOR 3l3l}lKl2}14

TENTANG

lZIlT{ OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH

PER.TAMA NEGERI, SEKOLAH MENEGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH
h,{ENENGAH KEruRUAN NEGERi

Menimbang

BUPATI SIKKA

Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Ncmor 36 Tahun Z}ru tentang Pedaman

Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah, maka dalam rangka tertib
penyelenggaraan pendidikan dan kepastian hukum,
pendirian sekolah rn-ajib memiliki izin operasional oleh
pe1 abat yang berwenang;

Bahwa Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Ntlenengah Pertama

Negeri, Sekolah Menegah Atas Negeri Dan Sekolah

Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat, sesuai

mekanisme Pendidrian Sekolah Baru;

Bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu mendapatkan Keputusan

Bupati tentang lzin Operasional Sekolah Dasar Negeri,
Sekolah Menengah PertamaNegeri, Sekolah Menegah Atas

Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalarn Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan

Nusa Tengggara Timur. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomar 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a301),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AL4 lr:ntang ter$ang

Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )',
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Sebagiannya telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Taun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomar 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)"

Unelang-UndangNomor 14 Tahun 2A05 tentang Guru rlan

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomar 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2CIl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturen Pemerintah Nomor 19 Tahun 20A5 kntang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahurr 2005 Noniar 41, Tarctbahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lemba-ran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomcr a863);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor q864\;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2AI0 bntang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun zUA Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
< r nn\.J tww))

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor I Tahun 2Al4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
A 60 N I 20AZ kntang Pedaman Pendirian Sekol ah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun
20A7 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka
(Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor
28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sikka Nomor 36),

Peraturan DaerahKabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dnas-dinas Daerah
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(Lembaran DacraJl Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor

s7);

Peraturan Daera+n Katrupaten Sikka Nomor I Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jaagka Menengah fiaeruh

Kabupaten Sikka Tahun 20L3-2018 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sikka Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sikka Nomor 73);

MEMUTUSKAN

lzin Operasional Sekolah Dasar Negeri, Sekolah

Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menegah Atas

I",legeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

sebagaimana tercantum dalam lampiran J-aag merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
Pada Tanggal 11 September 2014
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LAMPTRAN

KEPIIIUSAN BUPATI SIKKA
NOMOR : 313 ltil<12014
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